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ABSTRAK

Proses sertifikat tanah merupakan sebuah proses sistematis dimana proses
ajudikasi yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses
pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya adalah salah satu proses di
dalamnya, ketika dalam proses ajudikasi terdapat masalah dalam penanganannya,
seperti adanya ketidakakuratan baik itu data fisik ataupun data yuridis maka akan
mengganggu secara keseluruhan proses pensertifikatan tanah. Kenyataannya
jaminan kepastian hukum belum dapat terwujudkan, hal ini disebabkan
persyaratan administrasi pertanahannya masih belum lengkap, sehingga sering
menimbulkan konflik.Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan
metode normatif sosiologi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum dari SPT atau
SKT yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai dasar penguasaan atas tanah di
Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang.Pengumpulan
data menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini-adalah bahwa Surat Pernyataan Pemilikan
Bidang Tanah yang dipakai syarat untuk pencocokan buku tanah terhadap
peralihan hak, dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap
pemegang hak atas tanah setelah terjadi peralihan hak, dan perlu didukung
syarat-syarat penunjang lain guna memastikan bahwa sertipikat tersebut
memang  benar dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan guna menghindari adanya
sengketa dan demi-mendapatkan suatu kepastian hukum.
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